
WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

P E R A T U R A N D A E R A H KOTA. GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

T E N T A N G 

P E N Y E D I A A N DAN P E N Y E R A H A N PRASARANA, SARANA DANi U T I L I T A S 

D E N G A N RAHMAT TUHAN Y/iNG MAHA E S A 

WAL I KOTA GORONTALO, 

Menimbang : a . bahwa setiap orang berhak u n t u k h idup sejahtera lah i r dan 

bat in bertempat tinggal, dan mendapatkan l ingkungan 

h idup yang baik dan sehat sebagaimana d iamanatkan 

dalam Undang-Undang Dasa r Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 1945; 

b. bahwa l ingkungan pe rumahan yang baik bar us dilengkabi 

dengan P rasa rana , Saransi , dan Uti l i tas sesua i dengan 

kebutuhan l ingkungan u n t u k menunjang fasi l i tas dan 

akti f i tas kegiatan masyaraka t di daerah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2j3 

T a h u n 2014 tentang Pemer intahan Daerah sebaga imara 

telah d iubah beberapa ka l i terakhir dengan Undang-Undar.g 

Nomor 11 T a h u n 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah 

Kabupaten/Kota berwenang da lam penyelenggaraan 

P rasa rana , Sa rana , dan Utili tas pe rumahan ; 

d. bahwa berdasarkan pertimlsangan sebagaimana d imaksdd 

dalam h u r u f a , h u r u f b, dan h u r u f c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah Kota Gorontalo tentang Penyediaan dan 

Penyerahan P rasa rana , Sarama, dan Uti l i tas; 

Mengingat : 1. Pasa l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasa r Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 1945; 

TENT ANG 

WALi KOTA GORONTALO 

PROVINS! GORONTALO 

PERATURAN DAERAH KOTA. GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 1945; 

I 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA GORONTALO, 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaks 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapk 
Peraturan Daerah Kota Gorontalo tentang Penyediaan d 

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; 

b. bahwa lingkungan perumahan yang baik harus dilengka i 

dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai deng n 

kebutuhan lingkungan untuk menunjang fasilitas d 

aktifitas kegiatan masyarakat di daerah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor �3 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaim a 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Unda g 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kabupaten/Kota berwenang dalam penyelenggara 
Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan; 

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASAR<\NA, SARANA DAN UTILITAS 

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir d 

batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkung 
hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatk n 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndones a 

Tahun 1945; 



2. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang; Pembentukaip 

Daerah-daerah T ingkat I I di Su lawes i (Lembaran Negirn 

Republ ik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 74, Tambapap 

Lembaram Negara Republ ik Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2 0 1 1 tentang Pe rumahan dab 

K a w a s a n Pe rmuk iman (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2 0 1 1 Nomor 7, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 5188) , seba.gaimana telah d iubah beberg p^ 

k a l i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2 C 2 3 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 T a h u n 2022 Tentang C ip ta Ker ja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2020 Nomor 4 1 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856) ; 

4. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang; Pemerintat ap 

Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesici T a h u n 2C14 

Nomor 244, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5587) , sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i terakhij: 

dengan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2023 tentan 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Uridang- Und£.n 

Nomor 2 T a h u n 2022 tentang C ip ta Ker ja menjadi Undangj-

Undang (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2020 

Nomor 4 1 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonejsi^ 

Nomor 6856) ; 

5. Pera turan Pemerintah Nomor 27 T a h u n 2014 tentdn^ 

Pengelolaan Ba rang Mil ik Nejgara/Daerah (Lembaran Negiiru 

Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 92 , T a m b a t a n 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia IVomor 55 33) 

sebagaimana telah d iubah dengan Pera turan Pemerintal i 

Nomor 28 T a h u n 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 T a h u n :2014 tentang Pengelolaan Bare in 3 

Mil ik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2020 Nomor 142, T a m b a h a n Lembaran Negara Repupl i^ 

Indonesia Nomor 6523) ; 
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2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentuk� 

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran NegarJ 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
TambJ� 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan an 

Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repu lik 

Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah beber pa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Und g- 

ia 

di Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repu lik 

Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint d 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lfl 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indon+i, 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir' 
I dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
UndJng 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 
1 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2q20 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonr·J 

Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tent g 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
NegkJ 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, TambJan 
. I 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 55 3)1 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerin a.bl 

Nomor 28 Tahun 2020 tent:ang Perubahan atas Peratu 
., 

Pemerintah Nomor 27 Tahun '.2014 tentang Pengelolaan Bar nM 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indon+i� 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republi� 
Indonesia Nomor 6523); 

I I 

I ';: =:' � 

' :: ( 

�"" -· ..... 



- 3 -

6. Pera turan Pemerintah Nomor 14 T a h u n 2016 tentaag 

Penyelenggaraan Pe rumahan dan K a w a s a n Permukiman 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2016 

Nomor 101 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5883) , sebagaimana telah d iubah dengan Peraturar 

Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2 0 2 1 tentang Pe;rubahan ata$ 

Pera turan Pemerintah Nomor 14 T a h u n 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumaham dan K a w a s a n Permukiman 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2021 

Nomor 22 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia. 

Nomor 6624) ; 

7. Pera turan Menteri D a l a m NegiTi Nomor 9 T a h u n 2009 tentab^ 

Pedoman Penyerahan P rasa rana , Sa rana , dan UtilitaSi 

P e rumahan dan Pe rmuk iman di Daerah ; 

8. Pera turan Menteri D a l a m Negeri Nomor 80 T a h u n 2015 tentaki^ 

Pembentukan Produk H u k u m Daerah sebagaimana telah 

d iubah dengan Pera turan Menteri Da l am Negor: 

Nomor 120 T a h u n 2018 tentang Perubahan atas Peraturar 

Menteri Da l am Negeri Nomor 80 T a h u n 2015 tentang; 

Pembentukan Produk H u k u m Daerah; 

Dengan Persetujuan B e r s a m a 

D E W A N P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R \ H KOTA GORONTALO 

dan 

WAL I KOTA GORONTALO 

M E M U T U S K A N : 

Mimetapkan : P E R A T U R A N D A E R A H T E N T A N G P E N Y E D I A A N DAN P E N Y E R A H ^ h 

PRASARANA, SARANA DAN U T I L I T A S . 

B A B I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

Da l am Peraturan Daerah in i yang d imaksud dengan: 

1. P r a sa rana adalah kelengkapan dasar l i s ik l ingkungan h u n i a n yab^ 

memenuhi s tandar tertentu u n t u k kebutuhan bertempat tinggal yang laysik, 

sehat, aman , dan nyaman . 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 

Penyelenggaraan Perumahan dan 
Tahun 2016 tentjg 
Kawasan Permukim n 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 6 
Nomor 101, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indone ia 

Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peratur 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan a as 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 

Penyelenggaraan Perumahan dan 
Tahun '.1016 tentjg 
Kawasan Permukim 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

Nomor 22, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indone ia 
Nomor 6624); 

7. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tenta g 
Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utili as 

Perumahan dan Permukiman di Daerah; 

Menteri Peraturan dengan diubah 

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tenta 

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana tel 

Dengan Persetujuan Bersarna 

DE1NAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO 

dan 

WALi KOTA GORONTALO 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERA 

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da1arn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Prasaran.a adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian y g 

memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang lay 
sehat, arnan, dan nyarnan. 
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2. S a r a n a ada lah fasi l itas da lam l ingkungan h u n i a n yang berfungsi u n t u k 

mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial , budaya 

dan ekonomi. 

3. Ut i l i tas ada lah kelengkapan penunjang u n t u k pe layanan l ingkungi in 

h u n i a n . 

4. Pe rumahan ada lah k u m p u l a n r u m a h sebagai bagian dar i pe rmuk iman, baik 

perkotaari m a u p u n perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana , Sarana, 

dan Uti l i tas sebagai bas i l upaya pemenuhan r u m a h yang layak: h u n i . 

5. R u m a h S u s u n ada lah bangunan gedung fciertingkat yang dibangun dalam 

s u a t u l ingkungan yang terbagi da lam bagian-bagian yang d i s t ruk tu rk im 

secara fungsional, ba ik da lam a r a h horizontal m a u p u n vert ikal dan 

merupakan sa tuan-sa tuan yang masing-masing dapat d imi l ik i dan 

d igunakan secara terpisah, te rutama untuk: tempat h u n i a n yang dilengkapi 

dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. 

6. Penyediagm Prasa rana , S a r a n a dan Uti l i tas ada lah Se lu ruh rangka ian proses 

penyediatm P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas sejak perencsmaan samped 

pembangunan yang d i l akukan baik oleh l^emerintah Daera l i , Pemerinbih 

Pusat m a u p u n pengembang. 

7. S istem Pijrjanjian Pendahu luan J u a l Be l i yang se lanjutnya d.isebut Sistem 

P P J B adalah rangka ian proses kesepakatan an ta ra pengembang perumah«m 

dengan raasyarakat calon konsumen dak im kegiatan pemEisaran rumj ih 

da lam kawasan perumahan yang d i tuangkan da lam perjanjian pendahuluj in 

j u a l beli a t au Perjanj ian Pengikatan J u a l Be l i sebelum ditand atangani ak ta 

j u a l beli. 

8. Penyerahan P rasa rana , Sa rana , dan Utilitas; Pe rumahan adalsLh penyerahjm 

berupa t anah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam 

bentuk Eiset dan tanggungjawab pengelolaan dar i pengembang kepad; 

pemerintah daerah. 

9. Persetujuan B a n g u n a n Gedung yang se lan jutnya disingkat P B G adalah 

per iz inan yang diber ikan kepada pemil ik bangunan untuk: membangun 

baru , mengubah, memper luas, mengurangi, dan/a tau mera^vat bangumin 

gedung s( isuai dengan standar teknis bangunan gedung. 

10. Pengelola Ba rang ada lah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

menetapk:an keb i jakan dan pedoman serta me l akukan pengelolaan barang 

mi l ik dae:rah. 

1 1 . Pengembang ada lah setiap orang, ins t i tus i a t au lembaga penyelenggara 

pembangi jnan pe rumahan dan pe rmuk iman . 
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Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkung 

hunian. 

Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi unt � 

mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, buda a, 

dan ekonorni. 

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, b 

perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sar 

dan Utilitas sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 

Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun 

suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturk 

secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal 

merupakan satuan-satuan yang masing-rnasing dapat dimiliki 

digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengk 

dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. 

Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah Seluruh rangkaian pros 

penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sejak perencanaan sam ai 

pembangunan yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah, Pemerint I I 

Pusat maupun pengembang. 

Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli yang selanjutnya d.isebut Sist 

PPJB adalah rangkaian proses kesepakatan antara pengembang perumah 

dengan rnasyarakat calon konsumen dalam kegiatan pemasaran rum 

dalam kawasan perumahan yang dituangkan dalam perjanjian pendahulu 

jual beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebelum ditand.atangani 

jual beli. 

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan adalah penyerahj: 
berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalr 
bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepa a 

pemerintah daerah. 

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat 

perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk 

baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangun 

gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. 

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jaw 

menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan bara 

milik daerah, 

Pengembang adalah setiap orang, institusi atau lembaga penyelengg a 

pembangunan perumahan dan permukiman.. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

� "" "' ' �. 
1t.11rw 

="' .,. 
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12. Setiap orang ada lah orang perseorangan a t au badan h u k u m . 

13. Rencana Tapak ada lah gambaran/peta rencana. peletakkn 

bangunan/kav l ing dengan segala u n s u r penunjangnya da lam s k a l a batqs 

batas l uas l ahan tertentu. 

14. Masyaraknt ada lah orang perseorangan yang kegiatannya di bidah: 

pe rumahan dan k a w a s a n permuk iman, t e rmasuk masyaraka t h u k u m aca l 

dan masyaraka t ah l i , yang berkepentingan dengan penyelenggaraan 

perumahan dan k a w a s a n pe rmuk iman . 

15. B a r a n g Mil ik Daerah ada lah s emua barang yang dibeli a t au diperoleh atJas 

beban Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah a tau berasa l dfm. 

perolehari l a innya yang sah . 

16. T i m Ver i i ikas i ada lah t im yang dibentuk oleh Wal i Kota u n t u k memprosjes 

Penyerahan P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas Pe rumahan . 

17. Daerah ada lah Kota Gorontalo. 

18. Pemerintah Daerah ada lah Wal i Kota sebagai u n s u r penyelenggairs 

Pemer intahan Daerah yang memimpin pe laksanaan u r u s a n pemerintahar 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

19. Wal i Kota ada lah Wal i Kota Gorontalo. 

20. Perangkat Daerah ada lah u n s u r pembaritu kepala daerah dan Dewkr 

Perwaki len Rakya t Daerah dalam penyelenggaraan u r u s a n pemerintahqr 

yang menjadi kewenangan daerah. 

B A B I I 

T U J U A N , PRNSIP DAN RUANG L I N G K U P 

Pasa l 2 

Pera turan Da<jrah in i bertujuan un tuk : 

a . menjamin ketersediaan P rasa rana , Saransi , dan Uti l i tas pada l i n g k u n g ^ 

perumahan secara memadai dan berkual i tas ; 

b. menjamin penyerahan Prasarana , Sa rana , dan Uti l i tas pada l ingkung^r 

pe rumahan secara tepat; 

c. menjamin keber lanjutan pemel iharaan dan/a tau perawatan P rasa ra i i a 

Sa rana , dan Uti l i tas Pe rumahan agar pemanfaatannya sesua i fungsi d m 

selaras disngan pelayanan kepentingan u m u m ; dan 

e. member ikan kepast ian h u k u m da lam meraanfaatkan fasilitgis u m u m b^ l^ 

bagi Pengembang. Masyarakat Pe rumahan , dan Pemerintah Daerah, 
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12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 

rencana. gambaran/peta adalah Tapak 13. Rencana 

bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam 

batas luas lahan tertentu. 

14. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bid 

perurnahan dan kawasan permukiman, termasuk masyarakat hukum a 

dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggara 
perumahan dan kawasan permukiman. 

15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh a s 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal d 
perolehan lainnya yang sah, 

16. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk mempro 

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan. 

17. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

18. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelengg a 

Pernerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

19. Wali Kota. adalah Wali Kota Gorontalo. 

20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dew 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah 
yang menjadi kewenangan daerah. 

BAB II 

TUJUAN, PRNSIP DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: 

b. 

menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan 

perurnahan secara memadai dan berkualitas; I 

menjarnin penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada lingkung 
perurnahan secara tepat; 

c. menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan/atau perawatan Prasar 

a. 

Sarana, dan Utilitas Perumahan agar pemanfaatannya sesuai 

selaras dengan pelayanan kepentingan umum; dan 

e. memberikan kepastian hukum dalam mernanfaatkan fasilitas umum 

bagi Pengembang. Masyarakat Perumahan, dan Pemerintah Daerah, 
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Pasa l 3 

Penyerahan P]-asarana, Sa rana , dan Uti l i tas d idasarkan pada pr ins ip : 

a. kepastian h u k u m ; 

b. ke terbukaan; 

c. akuntab i l i tas ; 

d. kemi t raan; 

e. keberpiheikan; dan 

f. keber lanjutan. 

Pasa l 4 

Ruang lingku]5 pera turan daerah in i sebagai ber ikut : 

a . wewenang; 

b. perumahan; 

c. p rasarana , sa rana , dan ut i l i tas ; 

d. penyediaan p rasarana , sa rana , dan ut i l i tas ; 

e. penyerahan; 

f. pembentukan t im ver i i ikas i ; 

g. tata ca ra penyerahan prasarana , s a r a n a dan ut i l i tas ; 

h . penagihan; 

i . pemel iharaan dan perawatan p rasarana , s a i a n a dan ut i l i tas ; 

j . pemanfaeitan p rasarana , sa rana , dan ut i l i tas ; 

k. pengawasan dan pengendalian; 

1. peran ser ta masyarakat ; 

m. pelaporan; 

n . pembina£in; 

o. penyeles£iian sengketa; 

p. pembiayaan; 

q. s a n k s i admin is t ra t i s dan 

r. ketentuan pera l ihan; 

B A B I I I 

W E W E N A N G 

Pasa l 5 

(1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyediaan dan Penyerah 

P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas di Iingkung£in perumahan . 

FERAK 
CAt .US 

XAl 
tm m t MS zn 

SEX 
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Pasal 3 

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas didasarkan pada prinsip : 
a. kepastian hukum; 
b. keterbukaan; 
c. akuntabilitas; 
d. kemitraan; 
e. keberpiha.kan; dan 
f. keberlanj utan. 

Pasal 4 

Ruang lingkup peraturan daerah ini sebagai berikut : 

a. wewenang; 

b. perumahan; 

c. prasarana, sarana, dan utilitas; 

d. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas; 

e. penyerahan; 

f. pembentukan tim verifikasi; 

g. tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas; 

h. penagihan; 

i. perneliharaan dan perawatan prasarana, sarana dan utilitas; 

j. pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; 

k. pengawasan dan pengendalian; 

I. peran serta masyarakat; 

m. pelaporan; 

n. pernbinaan; 

o. penyelesaian sengketa; 
p. pernbiayaan; 

q. sanksi administratif; dan 

r. ketentuan peralihan; 

BAB III 

WEWENANG 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyediaan dan Penyerah 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkungan perumahan. 
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(2) Pemerintah Daerah da lam mengatur penyediaan dan Penyerahan Prasarar .a 

Sa rana , dan Ut i l i tas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h a m s sesuai 

dengan Rencana Tapak yang telah d i sahkan oleh Pemerintah Daerah. 

Pasa l 6 

(1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 

ayat (1) secara r inc i mel iputi : 

a . mengatur perencanaan P rasa rana , Sa i ana , dan Uti l i tas di l i n g k u n g ^ 

p e m m a h a n ; 

b. mengawasi penyediaan P rasa rana , S a i a n a , dan Uti l i tas di l i n g k u n g ^ 

p e m m a h a n ; 

c. memmsun database P rasa rana , S a r a n a , dan Uti l i tas di l i n g k u n g ^ 

p e m m a h a n ; 

d. mengatur Penyerahan P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas di l i n g k u n g ^ 

p e m m a h a n dar i pengembang; 

e. me l akukan penagihan kepada pengembang; 

f. memel ihara dan mengembangkan Prasarana , Sa rana , dan Utilitjai 

setelah d i se rahkan oleh pengembang; 

g. menj^gunakan dan/a tau memanfaatkan Prasarana , Sa rana , dan Utilitjas 

setelah d i se rahkan oleh pengembang; dan 

h . me l akukan pengelolaan P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas setelah 

d i se rahkan oleh pengembang. 

(2) Kewenangan pengelolaan P rasa rana , S a r a n a , dan Uti l i tas di l ingkungkn 

p e m m a h a n sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l aksanakan oleh Wali 

Kota. 

(3) Wal i Kota da lam me laksanakan kewenangan sebagaimana d imaksud pajla 

ayat (2) dapat me l impahkan kepada Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan u m s a n pemerintahan di bidang pe rumahan dan 

k a w a s a n pe rmuk iman . 

B A B IV 

PERUMAHAN 

Pasa l 7 

(1) P e m m a h a n terdiri a tas : 

a . p e m m a h a n t idak be rsusun ; dan 

b. R u m a h S u s u n . 

i 

- 7 - 

BAB IV 

PERUMAHAN 

Pasal 7 

a. perumahan tidak bersusun; dan 

b. Rumah Susun. 

Perumahan terdiri atas: 

Pasal 6 

Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal S 

ayat (1) secara rinci meliputi: 

a. mengatur perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkung 

perumahan; 

b. mengawasi penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkung 

perumahan; 

c. menyusun database Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkung 

perumahan; 

d. mengatur Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkung I 

perumahan dari pengembang; 

e. melakukan penagihan kepada pengembang; 

f. memelihara dan mengembangkan Prasarana, Sarana, dan Utili 

setelah diserahkan oleh pengembang; 

g. menggunakan dan/atau memanfaatkan Prasarana, Sarana, dan Utili s 

setelah diserahkan oleh pengembang; dan 

h. melakukan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas setel ' 

diserahkan oleh pengembang. 

Kewenangan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkung 

perurnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh W 

Kota. 

Wali Kota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud 

ayat (2) dapat melimpahkan kepacla Perangkat Daerah 

menyelenggarakan urusan pemerintahan. di bidang perumahan 

kawasan permukiman. 

Pemerintah Daerah dalam mengatur penyediaan dan Penyerahan Prasar 

Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ai 

dengan Rencana Tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah. 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

-:::; t:' r �,, v !f°.111111 

=� ... 
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(2) Perumahi in sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ibangun olqh 

Pengembang yang berbadan h u k u m . 

Pasa l 8 

(1) Pe rumahan t idak be r susun sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 7 ayat 11) 

h u r u f a , berupa kelompok r u m a h yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau 

lingkung£in h u n i a n . 

(2) KelompoF: r u m a h sebagaimana d imaksud pada ayat (1) berlantai s a tu at^u 

dua . 

Pasa l 9 

(1) R u m a h S u s u n sebagaimana d imaksud dfilam Pasa l 7 ayat (1) h u r u f 

berupa bangunan gedung bertingkat da lam sua tu l ingkungan. 

(2) B a n g u n a n gedung bertingkat sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terbkgi 

da lam bagian-bagian yang d i s t ruk tu rkan secara fungsional da lam arah 

horizontal m a u p u n vert ika l dan merupak im sa tuan-sa tuan yang mas i r g -

mas ing dapat d imi l ik i dan d igunakan secara terpisah, t emtama untuk 

tempat h u n i a n , yang dilengkapi dengan t 'agian-bersama, bimda-bersan.a 

dan tanah-bersama. 

Pasa l 10 

P e m m a h a n sebagaimana d imaksud da lam Pasal 7 dilengkapi dengan Prasara4a . 

Sa rana , dan Uti l i tas. 

B A B V 

PRASARANA, SARANA, DAN U T I L I T A S 

Pasa l 11 

P rasa rana Pe rumahan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 10 terdir i dar i : 

a. j a r ingan j a l a n ; 

b. s a lu ran pembuangan a i r h u j a n a t au drainase; 

c. s a lu ran pembuangan a ir l imbah a t au sani tas i ; dan 

d. tempat p<jmbuangan sampah. 

Pasa l 12 

S a r a n a P e m m a h a n sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 10 an ta ra la in : 

a . s a r a n a pe;rniagaan/perbelanjaan; 

b. s a r a n a pe layanan u m u m dan pemer intahan; 

b, 
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(2) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun ol h 

Pengembang yang berbadan hukum. 

Pasal 8 

(1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
1) 

huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal at u 
Iingkungan hunian. 

(2) Kelornpok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu at u 

dua. 

Pasal 9 

(1) Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat. (1) huruf b, 

berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan. 

(2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam ar 

horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masi g­ 

masing clapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutarna unt k 

tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bers 

dan tanah-bersarna. 

Pasal 10 

Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 7 dilengkapi dengan Prasara a, 

Sarana, dan Utilitas. 

BABV 

PRASARANA, SARANA, DA� UTILITAS 

Pasal 11 

Prasarana Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari: 

a. jaringan jalan; 

b. saluran pernbuangan air hujan atau drainase; 

c. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan 

d. tempat pembuangan sampah. 

Pasa112 

Sarana Perumahan sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 10 antara lain: 

a. sarana pcrniagaan/perbelanjaan; 

b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan; 
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c. s a r a n a pendidikan; 

d. s a r a n a k(;sehatan; 

e. s a r a n a p(;ribadatan; 

f. s a r a n a re:kreasi dan olah raga; 

g. s a r a n a pcjmakaman/tempat pemakaman u m u m ; 

h . s a r a n a ptjrtamanan dan ruang t e rbuka h i j au ; dan 

i . s a r a n a park i r . 

Pasa l 13 

Uti l i tas Pe rumahan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 10 an ta ra la in : 

a . j a r ingan air bers ih; 

b. j a r ingan l is tr ik ; 

c. j a r ingan telekomunikasi ; 

d. j a r ingan gas; 

e. j a r ingan transportas i ; 

f. s a r a n a p<imadam kebakaran ; dan 

g. s a r a n a penerangan j a l a n u m u m . 

B A B V I 

P E N Y E D I A A N PRASARANA, SARANA, DAN U T I L I T A S 

Bag ian Kesa tu 

U m u m 

Pasa l 14 

Penyediaan P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas terintegrasi da lam taheipan : 

a. Perencanaan; 

b. Per iz inan; dan 

c. pembangunan. 

Bag ian Kedua 

Perencanaan 

Pasa l 15 

(1) Setiap Orang yang menyelenggarakan i j e rumahan wajib menyediakar. 

P rasa rana , Seirana, dan Uti l i tas yang d i tuangkan dalam dokumer. 

perencanaan teknis Rencana Tapak yang memuat j en i s dan luasan sesua i 

dengan Peraturan Perundang-Undangan. 
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Pasall3 

Setiap Orang yang menyelenggarakan perumahan wajib menyediak 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang dituangkan dalam doku 

perencanaan teknis Rencana Tapak yang memuat jenis dan luasan ses 

dengan Peraturan Perundang-Undangan. 

Pasal 15 

Bagian Kedua 
Perencanaan 

pembangunan. 

BAB VI 

PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS 

Bagian Kesatu 

Umum 
Pasal 14 

sarana pendidikan; 

sarana kesehatan; 
sarana peribadatan; 

sarana rekreasi dan olah raga; 

sarana pemakaman/tempat pemakaman urnum; 
sarana pertarnanan dan ruang terbuka hijau; dan 
sarana parkir. 

yediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas terintegrasi dalam tahapan : 

Perencanaan; 
Perizinan; dan 

ilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 antara lain: 

jaringan air bersih; 

jaringan listrik; 

jaringan telekomunikasi; 

jaringan gas; 
jaringan transportasi; 

sarana pernadam kebakaran; dan 
sarana penerangan jalan umum. 

c. 

d. 
e. 
f. 

g. 
h. 
i. 

ur 
a. 

b. 

c. 
d. 

e. 
f. 

g. 

Pen 

a. 
b. 
c. 

( lJ 

I� :: � • 
: : 'J 

"' "" - 
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Dokumei i perencanaan teknis Rencana Tapak sebagaimana d imaksud padei 

ayat (1), wajib memperoleh pengesahan dar i Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan u r u s n pemerintahan dibidang perumahan dan 

pe rmuk iman . 

Pasa l 16 

Perencanaan P rasa rana , Sa rana , dan U: i l i tas Pe rumahan sebagaimajnfi 

d imaksud da lam Pasa l 15 ayat (1) h a r u s memenuhi standar. 

S tandar sebagaimana d imaksud pada ayat (2) mel iputi : 

a . ketentuan u m u m ; dan 

b. s tandar teknis . 

Pasa l 17 

Ketentuan u m u m sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 16 ayat (2) huru t n 

paling sedikit memenuhi : 

a . kebutuhan daya tampung Perumahan; 

b. k emadahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya se tempat; 

c. mitigasi t ingkat r is iko bencana dan kese lamatan; dan 

d. te rhubung dengan ja r ingan perkotaan existing. 

Standar teknis sebagaimana d imaksud pada ayat (3) h u r u f b mel iputi : 

a. s tandar P rasa rana ; 

b. s tandar Sa rana ; dan 

c. s tandar Uti l i tas U m u m . 

Standar P ra sa rana sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f a pal jn^ 

sedikit mel iputi : 

a. j ar in gan j a l an ; 

b. s a lu ran pembuangan a i r hu j an a tau drainase; 

c. s a lu ran pembuangan dan pengelolaan air l imbah a tau sani tas i ; dan 

d. tempat pembuangan sampah. 

Standar S a r a n a sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f t> pal ing sedi^i 

mel iputi : 

a . ruar.g t e rbuka h i jau ; dan 

b. S a r a n a pe layanan u m u m . 

Standar Ut i l i tas U m u m sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f c palijn^ 

sedikit tersedianya j a r ingan l is tr ik . 

(2) 

(1) 

(2) 

( 1) 

(21 

(31 

(4) 

(51 
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Dokumen perencanaan teknis Rencana Tapak sebagaimana d.imaksud 

pj� 

ayat (1), wajib memperoleh pengesahan dari Perangkat Daerah 
y�� 

menyelenggarakan urusn pemerintahan dibidang perumahan dim 

permukirnan. 

Pasal 16 

Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus memenuhi standar. 

Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. ketentuan umum; dan 

b. standar teknis. 

Pasal 17 

Ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huru a 

paling sedikit memenuhi: 

a. kebutuhan daya tampung Perumahan; 

b. kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat; 

c. mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan; dan 

d. terhubung dengan jaringan perkotaan existing. 

Standar t:eknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: 

a. standar Prasarana; 

b. standar Sarana; dan 

c. standar Utilitas Umum. 

Standar Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a p · g 
sedikit meliputi: 

a. jaringanjalan; 

b. salu:ran pembuangan ai:r hujan atau drainase; 

c. salu:ran pembuangan dan pengelolaan air limbah atau sanitasi; dan 

d. tempat pembuangan sampah. 1 
Standar Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedi · 

I 
meliputi: 

a. ruar.g terbuka hijau; dan 

b. Sarana pelayanan umum. r Standar Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pal' g 
sedikit tersedianya jaringan listrik. 
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(6) P r a s a r a n a dan Uti l i tas sebagaimana d imaksud pada ayat (3) dan ayat 

d isediakan da lam bentuk tanah dan bangunan. 

(7) S a r a n a sebagaimana d imaksud pada ayat (4) d isediakan dalam bentjife 

t anah siap bangun dan/a tau bangunan. 

(8) P e run tukan tanah siap bangun u n t u k S a r a n a sebagaimena d imaksi ic 

pada ayat (10) d inya takan secara tertul is di da lam dokumen Renca i e 

Tapak . 

(9) Da l am l ia l Tempat s a r a n a pemakaman t idak terdapat (dalam l (sa l ;u 

k a w a s a n perumahan yang d i rencanakan, l^engembang dapat menyediakar 

l ahan pemakaman di lokas i l a in a t au membayar konpensas i kepads 

Pemerintah daerah u n t u k pengadaan l ahan pengadaan pemeikaman s e s u a 

dengan ketentuan pera turan perundang-un(dangan. 

Pasa l 18 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaem Prasa rana , Sa rana , dan Utilit|as 

Pe rumahan sebagaimana dimeiksud da lam Pasa l 15 d iatur deni^an P e r a t u r ^ 

Wal i Kota. 

Pasa l 19 

(1) Perencanaan P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas sebagaimana d imaksud da l en 

Pasa l 15 d i l akukan oleh setiap orang yang memi l ik i keahliem di bidaag 

perencanaan P rasa rana , Seirana, dan Ut i l i tas U m u m . 

(2) Setiap orang sebagedmana d imaksud pada ayat (1) wajib memi l ik i sert i f iFa 

keah l ian yang diterbitkan oleh lembaga sert if ikasi. 

(3) Serti f ikat keah l ian sebagaimana d imaksud pada ayat (2) memench: 

k las i f ikas i dan kua l i f ikas i perencanaan P rasa rana , Sa rana , dqr 

Ut i l i tas. 

(4) Serti f ikat keah l ian dan lembaga sert i f ikasi di bidang perencaneian Prasara i ia , 

Seirana, dan Uti l i tas sebagaimana d imaksud pada ayat (2) sesua i dengin 

ketentuan peraturan perundang-undemgan. 

(5) Da l am ha l be lum terdapat tenaga ah l i yang berserti f ikat sebagaimana 

d imaksud pada ayat(3), Pengembang menggunakan kon sul tan sesua i 

dengan kompetensi perencanaan pembangunan P rasa rana , Sa rana , d ^ 

Ut i l i tas. 
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Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dal 

Pasal 15 dilakukan oleh setiap orang yang memiliki keahlian di bida 

perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. I 

Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat 

keahlian yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi. I I 
Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi 

klasifikasi dan kualifikasi perencanaan Prasarana, Sarana, di n 

Utilitas. 

Sertifikat keahlian dan lembaga sertifikasi di bidang perencanaan Prasar 

Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam ha! belum terdapat tenaga ahli yang bersertifikat sebagaimana 

dimaksucl pada ayat(3), Pengembang menggunakan konsultan ses ai 

dengan kompetensi perencanaan pembangunan Prasarana, Sarana, d 

Utilitas. 

Pasal 19 

Dalam ha! Tempat sarana pemakaman tidak terdapat dalam l(sa u) 

kawasan perumahan yang direncanakan, Pengembang dapat menyediakan 

lahan pernakaman di lokasi lain atau membayar konpensasi 
kepaba 

Pemerintah daerah untuk pengadaan lahan pengadaan perriakaman sesJJ 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 18 

I 
Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) 

disediakan dalam bentuk tanah dan bangunan. 

Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disediakan dalam bent k 

tanah siap bangun dan/atau bangunan. 

Peruntukan tanah siap bangun untuk Sarana sebagaimana dimaks d 

pada ayat (10) dinyatakan secara tertulis di dalam dokumen Renea a l 
Tapak. 

entuan lebih lanjut mengenai Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utili 

rumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peratur 

ali Kota. 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

Ket 

Pe 

W: 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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Bag ian Ketiga 

Per iz inan 

Pasa l 20 

(1) Penyediajm P rasa rana , Sa rana , dan Ut i l i tas oleh Pengembang perumahan 

terintegrasi da lam sistem penyelenggaraan f ieriz inan be rusaha di Daerah . 

(2) Per iz inan berusaha sebagaimana d imaksud pada ayat (1) pal ing sed i^ t 

memenuhi syarat : 

a . dokumen Rencana Tapak yang te lah mendapat pengesahan d i r i 

Perangkat Daerah yang menyelenggaraikan u r u s a n pemerintahan 

dibidang pe rumahan dan permuk iman; 

b. dokumen perjanjian pendahuluan juai l iDeli; dan 

c. persyaratan teknis dan persyaratan admin is t ras i l a innya . 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan per iz inan berusa|ia. 

sebagaimana d imaksud pada ayat (2), diatui- dengan Pera turan Wal i Kota. 

Bag ian Keempat 

Pembangunan 

Pasa l 2 1 

(1) Pembangunan P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas merupakan bagian dar . 

pembangunan Pe rumahan . 

(2) Pengembang wajib membangun P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas Perumahhr. 

sesua i dengan Rencana Tapak yang te lah d i sahkan oleh Perangkat Daerah. 

yang menyelenggarakan u r u s a n pemer intahan bidang p e m m a h a n d=ir. 

k a w a s a n pe rmuk iman . 

(3] Da l am h a l pengembang t idak me l akukan pembangunan Pras i i rana , Saraika 

dan Uti l i tas, Pemerintah Daerah me l akukan penagihan pembangunai i 

P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas sesua i Rencana Tapak dan Perjanjijar. 

Pendahu luan J u a l Be l i . 

B A B V I I 

P E N Y E R A H A N 

Bag ian Kesa tu 

U m u m 

Pasa l 22 

(1) Pengembang wajib menyerahkan P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas 

P e m m a h a n kepada Pemerintah Daerah . 
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Pengembang wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utili as 

Perumahan kepada Pemerintah Daerah. 

BAB VII 

PENYERAHAN 

Bagian Kesatu 

Um um 

Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas merupakan bagian d 

pembangunan Perumahan. 

Pengernbang wajib membangun Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumah 

sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan oleh Perangkat Daer 

yang me.nyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan d 

kawasan permukiman. 

Dalam ha! pengembang tidak melakukan pembangunan Prasarana, Sara 

dan Utilitas, Pemerintah Daerah rnelakukan penagihan pembangun 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai Rencana Tapak clan Perjanji 

Pendahu.uan Jual Beli, 

Bagian Keernpat 

Pembangunan 

Pasal 21 

Pasal 22 

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas oleh Pengembang perumah 

terintegra.si dalam sistem penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah. 

Perizinan berusaha sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) paling sedi 

memenuhi syarat: 
a. dokumen Rencana Tapak yang telah mendapat pengesahan d 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

dibidang perumahan dan permukiman; 

b. doku.men perjanjian pendahuluan jual beli; dan 

c. persyaratan teknis dan persyaratan administrasi lainnya. 

Keterituan Jebih lanjut mengenai persyaratan perizinan berus a 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

Pasal 20 

Bagian Ketiga 

Perizinan 

( 1) 

(2) 

(3) 

( l) 

(2) 

(3) 

(11 
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(2) J e n i s d£in l u a s a n Prasarana , Sa rana , dan Uti l i tas yang diserahlqELr. 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tapak . 

Pasa l 23 

(1) Penyerahan P rasa rana , S a r a n a , dan Uti l i tas Pe rumahan sebagaimajnsL 

d imaksud da lam Pasa l 22 d i l akukan : 

a . pal ing lambat 1 (satu) t a h u n setelah m a s a pemel iharaan; dan 

b. sesua i dengan Rencana Tapak yang telah disetujui dan d i s ahkan ollehi 

Perangkat Daerah yang menyelengj^arakan u r u s a n pemerintahpn 

bidang pe rumahan dan k a w a s a n pe rmuk iman . 

(2) Penyerahan P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas Pe rumahan si^suai Rencajnii 

Tapak sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b d i l akukan : 

a . secara bertahap, apabi la r encana pembangunan d i l akukan berteih^p 

a tau 

b. sekal igus, apabi la r encana pembangunan d i l akukan tidak bertahap. 

Pasa l 24 

(1) Penyerahan P r a s a r a n a dan Uti l i tas pada Pe rumahan t idak be r susun berupa 

tanah dan bangunan. 

(21 Penyerahan S a r a n a pada Pe rumahan tidtik b e r susun berupa t anah si|a||) 

bangun Eitau berupa t anah dan bangunan. 

Pasa l 25 

(1| Penyerahan P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas Pe rumahan pada R u m a h Sus|ui|i 

berupa tanah siap bangun. 

(2) T a n a h siap bangun sebagaimana d imaksud pada ayat (1) berada di sdtik 

lokas i dan di lua r h a k mi l ik atas sa tumi R u m a h S u s u n , kecua l i lahjaiii 

pemakaman. 

Bag ian Kedua 

Kr i ter ia dam Persyai a tan 

Pasa l 26 

P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas yang a k a n d ise rahkan kepada Pemerintah 

Daersih harus; memenuhi kr i ter ia sebagai ber ikut : 

a . u n t u k F 'rasarana, berupa tanah dan t iangunan h a r u s sudah sele^aji 

d ibangun dan dipel ihara; 

b. u n t u k Seirana, da lam bentuk tanah s iap ba:rigun dan/a tau bangunan; 
PEKA 

CA; 
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XA 
HU 

Ml 
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Pasal 24 

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan pada Rumah Sus n 

berupa tanah siap bangun. 

Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sJtu 
lokasi dan di luar hak milik atas satuan Rumah Susun, kecuali I an 

pemakaman. 

Pasal 25 

Penyerahan Prasarana dan Utilitas pada Perurnahan tidak bersusun ber pa 
tanah dan bangunan. 

Penyerahan Sarana pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah s ap 

bangun atau berupa tanah dan bangunan. 

Pasal 23 

Bagian Kedua 

Kriteria dan Persyaratan 

Pasal 26 

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sebagaim a 

dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan: 

a. paling Jambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan 

b. sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui dan disahkan o eh 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pernerintahan 

bida:ng perumahan dan kawasan permukiman. 

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sesuai 

Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan: 

a. secara bertahap, apabila rencana pernbangunan dilakukan 

atau 

b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap. 

Jenis dan luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diserahkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tapak. 

sarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerin ah 

erah harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

untuk Prasarana, berupa tanah dan bangunan harus sudah sele flf 
dibangun dan dipelihara; 
untuk Sarana, dalam bentuk tanah siap bangun dan/atau bangunan; 

(2) 

( 1) 

(2) 

(11 

(21 

(11 

(21 

Pra 

Da 

a. 

b. 
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c. u n t u k Uti l i tas, da lam bentuk tanah dan bangunan yang sudah selesai 

dibangun dan dipel ihara; 

d. kua l i t as sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan admin is t ras i ; dan 

e. j en i s dan l u a s a n sesua i Rencana Tapak. 

Pasa l 27 

Pemerintah Daerah mener ima Penyerahan Prasairana, Sarana , dan Utilitjas 

Pe rumahan yang telah memenuhi persyaratan: 

a . u m u m ; 

b. teknis ; dim 

c. admin is t ras i . 

Pasa l 28 

( i ; Persyaratan u m u m sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 27 h u r u f a 

mel iputi : 

a . lokas i dan l u a s a n P rasa rana , S a r a r a , dan Uti l i tas sesua i dengjar. 

Renc;ana Tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Dai^rah; 

b. sesua i dengan dokumen peri j inan dan spesif ikasi teknis bangunan yajn^ 

ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan 

c. telah mengalami pemel iharaan oleh pengembang paling l ama 1 (sa 

t ahun . 

(21 Persyaratan teknis sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 27 h.uruf b, sesitiaL 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penatajan 

ruang seirta pembangunan pe rumahan dan pe rmuk iman . 

(31 Persyaratan admin is t ras i sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 27 hu ru f 

h a r u s mtmi l i k i : 

a . dokumen Rencana Tapak ; 

b. P B G bagi bangunan yang dipersyaratkf in; 

c. sura t pelepasan h a k atas t anah dar i pengembang kepada pemerint|alji 

daerah; dan 

d. harg;a perk i raan P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas yang d iserahkan. 

B A B V I I I 

P E M B E N T U K A N T IM V E R I F I K A S I 

Pasa l 29 

(1) Wal i Kota membentuk T i m Ver i i ikas i u n t u k memproses penyerahan 

P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas Pe rumahan . 

CA 
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Pasal 28 

b. 

c. 

dokumen Rencana Tapak; 

PBG bagi bangunan yang dipersyaratkan; j 

surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerin ah 

daerah; dan 

d. harga perkiraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diserahkan. 

Wali Kota membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyer an 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan . 

a. 

BAB VIII 

PEMBENTUKAN TIM VE,RIFIKASI 

Pasal 29 

Pasal 27 

Persyarat.an umum sebagaimana dimaks.ud dalam Pasal 27 huruf a, 

meliputi: 

a. lokasi dan luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai den 

Rencana Tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; 

b. sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan y 

ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan 

c. telah mengalarni pemeliharaan oleh pengembang paling 

tahun. 

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, ses 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penatr 
ruang serta pembangunan perumahan dan permukiman. 

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 27 huru c, 

harus merniliki: 

um um; 

teknis; dan 

administrasi. 

untuk Utilitas, dalam bentuk tanah dan bangunan yang sudah sele ai 

dibangun dan dipelihara; 

kualitas sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi; dan 

jenis dan luasan sesuai Rencana Tapak. 

merintah Daerah menerima Penyerahan Prasarana, Sarana, dan 

rumahan yang telah memenuhi persyaratan: 

c. 

d. 

e. 

Pe 

Pe 

a. 

b. 

c. 

( 1 J 

(21 

(3) 

(1) 
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(2) T i m Ver i i ikas i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terdir i a tas u n s u r : 

a . Sekretar iat Daerah ; 

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusian dibidajn^ 

pere i icanaan pembangunan Daerah; 

c. B a d a n Per tanahan Nasional; 

d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan u r u s a n dibidang Perumah|an 

dan Kawasan Pe rmuk iman 

e. Perangkat Daerah teknis terkait ; 

f. Camat ; dan 

g. L u r a h . 

(3) T i m ver i i ikas i d iketuai oleh Sekretar is Daerah. 

(4) Da l am me l aksanakan tugas, T i m Ver i i ikas i d ibantu oleh sekretar iat Tlini 

Veri i ikasi. yang berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

u r u s a n pemer intahan dibidang Pe rumahan dan K a w a s a n Pe rmuk iman . 

(5) Pembentukan T i m Ver i i ikas i sebagaimana d imaksud pada ayat (1 

di tetapkan oleh Wal i Kota. 

B A B I X 

TATA CARA P E N Y E R A H A N PRASARANA, SARANA, 

DAN U T I L I T A S 

Pasa l 30 

(1| T a t a carei Penyerahan P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas pe rumahan dilakukjai^ 

mela lu i : 

a . pers iapan; 

b. pelai^sanaan penyerahan; dan 

0. pasca penyerahan. 

(2) Ketentuan mengenai ta ta c a r a Penyerahan P rasa rana , Sa rana , dan U t i l i t a i 

P e rumahan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d iatur dengan Pera turan 

Wal i Kota. 

Pasa l 3 1 

(1) D a l a m ha l P rasa rana , Sa rana , dan Ut i l i tas Pe rumahan di te lantarkan dan 

be lum d iserahkan, Pemerintah Daerah membuat berita ac:ara peroleh|arji 

P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas Pe rumahan dan Pe rmuk iman . 

POtA 
SA ! 
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Tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dilaku n 

melalui: 

BAB IX 

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, 

DAN UTILITAS 

Pasal 30 

a. persiapan; 

b. pelaksanaan penyerahan; dan 

c. pasca penyerahan. 

Ketentuan mengenai tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utili as 

Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur den.gan Peratu 

Wali Kota. 

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: 

a. Sekretariat Daerah; 

b. Perangkat Daerah yang menyelcnggarakan urusan dibid g 
pere:ncanaan pembangunan Daerah; 

c. Badan Pertanahan Nasional; 

d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Peruma 

dan Kawasan Permukiman 

I an 
I an 

Pasal 31 

Dalarn ha! Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan ditelantarkan 
belum diserahkan, Pemerintah Daerah membuat berita ac:ara perole 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman. 

e. Perangkat Daerah teknis terkait; 

f. Carnat; dan 

g. Lurah. 

Tim verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah. 

Dalarn melaksanakan tugas, Tim Verifikasi dibantu oleh sekretariat 

Verifikasi. yang berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

Pernbentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Wali Kota. 

(2;t 

(3) 

(4) 

(51 

(11 

(21 

( 11 
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(2) Da l am hi i l P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas Pe rumahan be lum tersedia dar 

t idak d iketahui keberadaan pengembang, Pemerintah Daerah dapat 

mengambil a l ih penyediaan P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas Perumahar . 

dengan membuat berita acara pi ;nyerahan oleh Masyarakai 

pe rumahan. 

(3) Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset a tas t anah Prasara i ia , 

Sa rana , dan Uti l i tas Pe rumahan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dar. 

ayat (2) sebagai dasar permohonan pendal'taran h a k atas t anah di Kantoif 

B a d a n Per tanahan. 

(4) Ketentuan mengenai tata ca ra pengambilal ihan Prasarana , Sa rana , dhr. 

Ut i l i tas Pe rumahan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatjur 

da lam Pera turan Wal ikota. 

B A B X 

PENAGIHAN 

Pasa l 32 

(1) Apabi la penyerahan P rasa rana , Sa rana , dan Util itas Perumahar . 

sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 22 t idak dipenuhi oleh pengembang; 

Pemerintah Daerah wajib me l akukan penagihan. 

(2) Penagihan sebagaimana d imaksud pada ayeit (1), d i l akukan apabi la: 

a . pengembang la la i memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan; 

b. pengembang t idak memenuhi kewaj ibannya sesua i dengan jangjke. 

w a k l u yang telah ditetapkan; 

c. pengembang h a n y a menyelesa ikan sebagian kewaj ibannya; 

d. pengembang menunda rea l isas i kewaj iban yang telah ditetapkan; 

e. pengembang t idak menyediakan P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas yajn^ 

telati diperjanj ikan; dan/atau 

f. terdapat ind ikas i kua t dan m e y a k i n k s n bahwa pengembang berupajyi 

u n t u k menghindar dar i kewaj iban yang: ditetapkan. 

B A B X I 

P E M E L I H A R A A N DAN PERAWATAN PRASARANA, SARANA DAN U T I L I T A S 

Pasa l 33 

(1) Pemelihai-aan dan perawatan P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas perumahar 

sebelum d i se rahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawat i 

pengembang. 
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BABX 

PENAGIHAN 

Pasal 32 

BAB XI 

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 
Pasal 33 

Pemeliharaan dan perawatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumah 
sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung ja 
pengembang. 

terdapat indikasi kuat dan meyakinkan bahwa pengembang berup a l 
untu.k menghindar dari kewajiban yang ditetapkan. 

f. 

Apabila penyerahan Prasarana, Sararia, dan Utilitas. 

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 22 tidak dipenuhi oleh 

Pernerintah Daerah wajib melakukan penagihan. 

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila: 
a. pengembang lalai memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan; 
b. pengembang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan jan a 

waktu yang telah ditetapkan; 
c. pengembang hanya menyelesaikan sebagian kewajibannya; 
d. pengembang menunda realisasi kewajiban yang telah dite.apkan; 

e. pengembang tidak rnenyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas y g 
telah diperjanjikan; dan/ atau 

Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan belurn tersedia d n 

tidak diketahui keberadaan pengembang, Pemerintah Daerah 

mengambil alih penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

dengan membuat berita acara penyerahan oleh Masyar 
perumahan. 

Pernerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah Prasara a, 

Sarana, dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d 

ayat (2) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kan or 

Sadan Pertanahan. 

Ketentuan mengenai tata cara pengambil.alihan Prasarana, Sarana, d 

Utilitas Perumahan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dia r 
dalam Peraturan Walikota. 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

( 1) 
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(2) Pemel iharaan dan perawatan P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas pe rumahan 

setelah d i se rahkan kepada Pemerintah E>aerah menjadi tanggung jaw alb 

Pemerintah Daerah . 

(3) Pe laksanaan pemel iharaan dan/a tau perawatan P rasa rana , Sa rana , djan 

Uti l i tas yang d i te lantarkan dan diserahl<;an kepada Pemerintah Daerah 

sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 3 1 ayat (2), d i l akukan oleh masyaraJcat 

penghuni perumahan secara swadaya dan dapat diberikan st imulan anggai[ai|i 

oleh Pemi^rintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah. 

B A B X I I 

PEMANFAATAN PRASARANA, SAR\NA, DAN U T I L I T A S 

Pasa l 34 

(1) Pemanfaatan P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas Pe rumahan yang telal i 

d i se rahkan kepada Pemerintah Daerah d i l akukan sesuai dengan kebutuhan 

Pemerintah Daerah dan masyaraka t berdasar pada ketentuan peratura i i 

perundang-undangan. 

(2) S a r a n a yang telah d i se rahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi Barajng 

Mil ik Daerah dapat d imanfaatkan oleh Perangkat Daerah , kelompjol 

masyaraka t a t au badan h u k u m sesuai dengan ketentuan peratuijan 

perundang-undangan. 

(3) P r a sa rana dan Uti l i tas Pe rumahan yang telah d i se rahkan kepalda 

Pemerintah Daerah h a r u s dapat d imanfaatkan u n t u k kepentingjan 

masyaralcat sesua i dengan fungsi dan pe runtukannya . 

B A B X I I I 

PENGAWASAN DAN PENGENDAL IAN 

Pasa l 35 

(1] Pemerinhih Daerah me lakukan pengawasan dan pengendEilian terhadlap 

kewaj ibaa pengembang dalam penyediagn dan Penyerahan P rasa rana 

Sa rana , dan Uti l i tas di l ingkungan Perumah.an. 

(21 Pengawasan dan pengendalian d i lakukan melalui: 

a. pendataan pengembang yang sedang dan/a tau telah melaksanak|ari 

pembangunan perumahan ; 

b. peng.gihan P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas Pe rumahan 

peng;embang yang be lum menyediakan dan/atau menyerahkjarL 

P rasa rana , Sa rana , dan Ut i l i tas; 

kepadgi 
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Pemeliharaan dan perawatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 
perumjj 

setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi ta.nggung 
ja]lafu 

Pemerintah Daerah. 

Pelaksanaan pemeliharaan dan/atau perawatan Prasarana, Sarana, an 

Utilitas yang ditelantarkan dan diserahkan kepada Pemerintah 
Dae�ah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dilakukan oleh masyara.kat 
penghuni perumahan secara swadaya dan dapat diberikan stimulan angg an 

oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah. 

diserahkan kepjda 

untuk 
kepentinf 

BAB XIII 

PENG AW ASAN DAN PEN GEN DALIAN 

Pasal 35 

Prasarana dan Utilitas Perumahan yang telah 

Pernerintah Daerah harus dapat dimanfaatkan 

masyarakat sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. 

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terha 

kewajiban pengembang dalam penyediaan dan Penyerahan Prasar , a 

Sarana, clan Utilitas di lingkungan Perumahan. 

Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui: 

a. penclataan pengembang yang sedang dan/atau telah melaksana 

pemoangunan perumahan; 

b. penagihan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan 

pengernbang yang belum menyediakan dan/atau menyerah 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas; 

BAB XII 

PEMANFAATAN PRASARANA, SARA.NA, DAN UTILITAS 

Pasal 34 

Pernanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan yang 
tej1 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan kebutu r 
Pemerintah Daerah dan masyarakat berdasar pada ketentuan peratuL 
perundang-undangan. 

Sarana yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi Bar g 

Milik Daerah dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah, 
kelom�ok 

rnasyarakat atau badan hukum sesuai dengan ketentu.an peratur' 

perundang-undangan. 

(2) 

(31 

(1) 

(21 

(3) 

( 1) 

(2) 
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c. pemlDerian teguran kepada pengemtang yang be lum menyediakar 

dan/a tau menyerahkan P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas padg. 

Pe rumahan ; dan/a tau 

d. pengenaan s a n k s i administrat i f kepada pengembang yang b e h n 

menyediakan dan/a tau menyerahkan P rasa rana , Sa rana , dan Utilitjas 

pada. Pe rumahan . 

(3) Pendataan terhadap pengembang yang sedang dan/atau t e l a ! 

me laksar iakan pembangunan Pe rumahan sebagaimana d imaksud pada 

ayat (2) h u r u f a d i l akukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakhij 

u r u s a n j jemer intahan dibidang pe rumahan dan pe rmuk iman dan dapai 

d ibantu oleh Camat dan L u r a h setempat. 

(4) Penagihan P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas dan pemberian teguran kepaldg. 

pengembiang pe rumahan yang be lum menyediakan dan/a tau menyerahkpr 

P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas sebagaimana d imaksud pada ayat 

h u r u f h dan h u r u f c d i l akukan oleh Perangkat Daerah yajng 

menyelenggarakan u r u s a n pemer intahan dibidang perumahan dar 

pe rmuk iman . 

B A B X I V 

P E R A N S E R T A MASYARAKAT 

Pasa l 36 

(1) Masyaralcat dapat i ku t berperan ser ta da lam penyediaan P rasa rana , Sarar^a 

dan Uti l i tas pe rumahan . 

(2) Peran serta masyaraka t sebagaimana d imaksud pada ayat (1), di lakuk^ir 

mela lui : 

a . p enyusunan rencana pembangunan Ih-asarana, Sa rana , dan Utilitjas 

Pe rumahan ; 

b. pe laksanaan pembangunan P rasa rana , Sa rana , dan Utilitjas 

Pe rumahan ; 

c. pemimfaatan P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas Pe rumahan; 

d. pemcdiharaan P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas Pe rumahan ; dan/a tau 

e. pengawasan dan pengendalian P rasa rana , Sa rana , dan Utilitjas 

Pe rumahan . 

(3) Peran s€;rta masyaraka t sebagaimana d imaksud pada ayat (2) dapjat 

d i l akukan dengan membentuk forum/kelompok masyaraka t Pe rumahan . 

- 18 - 

BAB XIV 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 36 

d. perneliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan; dan/atau 

e. pengawasan dan pengendalian Prasarana, Sarana, dan Utilirs 
Perumahan. 

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) daplat 
dilakukan dengan membentuk forum/kelompok masyarakat Perurriahan. 

Sarana, dan b. pelaksanaan pembangunan Prasarana, 

Perumahan; 

c. pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan; 

Masyarakat dapat ikut berperan serta dalam penyediaan Prasarana, Sar 

dan Utilitas perumahan. 

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakuk 

melalui: 

a. penyusunan rencana pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utili s 

Perumahan; 

c. pemberian teguran kepada pengembang yang belum menyediakan 

dan/ atau menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 
pa�a 

Perumahan; dan/atau 

d. pengenaan sanksi administratif kepada pengembang yang behtm 
menyediakan dan/atau menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utili[s 
pada Perumahan. 

Pendataan terhadap pengembang yang sedang dan/atau tel 

melaksanakan pembangunan Perumahan sebagaimana dimaksud 
para 

ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pernerintahan dibidang perumahan dan permukiman dan dapat 
dibantu oleh Camat dan Lurah setempat. 

Penagihan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dan pemberian teguran kepada 

pengembang perumahan yang belum menyediakan dan/atau menyerahkF 
Prasaran.a, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) - I 
huruf b dan huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah y g 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan d n 

permukirnan. 

(3) 

(4) 

( 1) 

(2) 

(3) 

� '::' J 
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Pasa l 37 

(1) Peran se r i a masyaraka t da lam pengawasan dan pengendalian sebagaimajna 

d imaksud dalam Pasa l 36 ayat (2) h u r u f e d i l akukan dengjar i 

menginformasikan a t au melaporkan: 

a . peny a lahgunaan pe runtukan P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas; 

b. peny a lahgunaan pemanfaatan P rasa rana , Sa rana , dan Ut i l i tas; 

c. penyerobotan P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas oleh p ihak la in ; 

d. peng:erusakan P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas oleh p ihak yang tidjal^ 

bertanggung jawab; a t au 

e. keberadaan pengembang yang t idak memenuhi kewaj iban Prasaraij ia 

Sa rana , dan Ut i l i tas. 

(2) Camat dan/a tau L u r a h setempat yang mener ima laporan dsiri m a s y a r a k a 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1), wajib menindaklan jut i laporan djEir 

d i laporkan kepada Wal i Kota mela lui Perangkat Daerah ya|ng 

menyelenggarakan u r u s a n pemerintahan dibidang perumahan dkr 

permukiraan. 

B A B X V 

PELAPORAN 

Pasa l 38 

(1) Perang lnt Daerah yang menyelenggarakan u r u s a n pemerintahan dibidang 

perumahan dan pemuk iman menyampa ikan laporan keptida Wal i Kdta 

secara berka la setiap t r iwu lan . 

(2) Wal i K c t a menyampa ikan laporan perkembangan Penyerahan Prasarai ja , 

Sa rana , dan Uti l i tas Pe rumahan di Dsterah kepada Gubernur seca|ra 

berkala setiap 6 (enam) bu lan . 

B A B X V I 

PEMBINAAN 

Pasa l 39 

(1) Wal i Kota me l akukan pembinaan terhadap penyediaan, penyerahan dkm 

pemanfaeitan P rasa rana , Sa rana , dan Ut i l i tas. 

(2) Da l am me laksanakan pembinaan sebagaimana d imaksud pada ayat (|l) 

Wal i Kota mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yahg 

menyelenggarakan u r u s a n pemer intahan dibidang perumahan d^n 

permuk iman. 
PIRAJt HUT 

CAD AH 

CAS C 
HUC H 

[X 
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11 

BAB XV 

PELAPORAN 

Pasal38 

Dalam melaksanakan pembinaan sebagai:mana dimaksud pada ayat (�), 
Wali Kota mendelegasikan kepada Perangkat Daerah 

yrJ 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perurnahan d 

permukirnan. 

Wali Kota melakukan pembinaan terhadap penyediaan, penyerahan 

pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas. 

BAB XVI 

PEMBINAAN 

Pasal 39 

Pasal 37 ! ' 
Peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sebagaim a 

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e dilakukan den n 

menginformasikan atau melaporkan: 

a. penyalahgunaan peruntukan Prasarana, Sarana, dan Utilitas: 

b. penyalahgunaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Ut:ilitas; 

c. penyerobotan Prasarana, Sarana, dan Utilitas oleh pihak lain; 

d. pengerusakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas oleh pihak yang ti 

bertanggung jawab; a tau 

e. keberadaan pengembang yang tidak memenuhi kewajiban Prasar1a1 

Sarana, dan Utilitas. 

Carnal dan/atau Lurah setempat yang menerima laporan dari masyar at 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menindaklanjuti laporan dan 

dilaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah 
yah, 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan 

permukirnan. 

1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibida g 

perumahan dan pemukiman menyampai.kan laporan kepada Wali K1ta 
secara berkala setiap triwulan. 

\ 

2) Wali Kota menyampaikan laporan perkembangan Penyerahan Prasararya, 
Sarana, dan Ut:ilitas Perumahan di Daerah kepada Gubernur secara 

berkala setiap 6 (enam) bulan. 

( 11 

('.l) 

( 

( 

(1) 

(2) 

� 
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(31 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana d imaksud pajd^ 

ayat (1) d ia tur da lam Pera turan Wal i Kota. 

B A B X V I I 

P E N Y E L E S A I A N SEN (3KETA 

Pasa l 40 

Sengketa yang t imbul da lam penyediaan dan/a tau penyerahan Pras£irai|ia 

Sairana, dan Uti l i tas Perumaham dapat dilaikuFcan mela lu i penyelesaian di 

pengadilan a t au mela lu i pengadilan. 

h a i -

(2) 

(11 

(2) 

(3) 

(1) 

zm AH 

XAM 
MUX m 

ASS ZD 

SEX 

1 

Pasa l 4 1 

Penyelesaiian sengketa di luar pengadilan d i l akukan dengan mediaisi 

negosiasi, arbitrase, a t au p i l ihan la in dar i p ihak yang bersengketa. 

Apabi la i5enyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksUc 

ayat (1), t idak dicapai kesepakatan, para p ihak yang bersengketa dai^a 

mengajukan ke pengadilan. 

B A B X V I I l 

PEMBIAYAAN 

Pasa l 42 

Pembiayeian pemel iharaan P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas Perumahar 

sebelum penyerahan menjadi tanggungjawab Pengembang. 

Pembiaygian pemel iharaan Prasarana , Sa rana , dan Uti l i tas Perumahar 

setelah jDenyerahan menjadi tanggung j awab Pemerintah Daerah, yaln^ 

bersumber dar i Anggaran Pendapatan dan JBelanja Daerah atsiu sumber Iqir 

yang sah . 

Pembiaygian pemel iharaan P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas perumahar 

setelah penyerahan kepada Pemerintah Daerah yang d i l akukan dengan ppk. 

ker ja s a m a a t au kemit raan menjadi tanggungjawab mi t ra . 

B A B X I X 

SANKS I ADMIN ISTRAT IF 

Pasa l 43 

Pengembang yang t idak me l aksanakan ketentuan da lam Pasal 2 1 ayat 

dan Pasa l 22 ayat (1), d ikenakan s a n k s i administrat i f berupa: 

a . teguiran l i san ; 

- 20 - 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dirnaksud p da 

ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota. 

BAB XVII 

PENYELESAIAN SENGKETA 

Pasal 40 

Sengketa yang timbul dalam penyediaan da.n/ a tau penyerahan Prasar,a, 
Sarana, dan Utilitas Perumahan dapat dilakukan melalui penyelesaian di lu� 

pengadilan atau melalui pengadilan. 

Pasal 41 

(l] Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan medi 

negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari pihak yang bersengketa. 

(2] Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaks d 

ayat (1), tidak dicapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa da -at 
mengajukan ke pengadilan. 

BAB XVIII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 42 

(1) Pernbiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilita.s 

sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang. 

(2) Pernbiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilita.s 

setelah penyerahan menjadi tanggung ja.wab Pemerintah Daerah, y 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 13elanja Daerah atau sumber I 

yang sah. 

Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilita.s perumah 1 
setelah penyerahan kepada Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan pola 

kerja sama atau kemitraan menjadi tanggungjawab mitra. 

BAB XIX 

SANKS! ADMINISTRATIF 

Pasal 43 

(1) Pengernbang yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat 2) 

dan Pasal 22 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa: 

a. teguran lisan; 

(3) 
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b. teguran tertul is ; 

c. peng;hentian sementara kegiatan; 

d. denda administrat i f ; 

e. t idak d iber ikan iz in pembangunan pe rumahan ba ru ; 

f. penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak ba ru kepajdfi 

peng;embang yang sama , da lam w a k t u pal ing l ama 1 (satu) tahUh 

setelah pengembang menyelesa ikan I T a s a r a n a , Sa rana , dan Utililjasi 

P e rumahan sebelumnya; 

g. pengumuman kepada media massa ; dan/a tau 

h . pencabutan iz in operasional pe rusahaan . 

(2) Ke tentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan s a n k s i administrgiti" 

d iatur da lam Pera turan Wal i Kota. 

B A B X X 

K E T E N T U A N P E R A L I H A N 

Pasa l 44 

Pada saat Pera turan Daerah in i mu la i ber laku : 

a. P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas Pe rumahan yang mas ih da lam tahlap 

penyelesedan, tata ca ra penyerahannya h a r u s d i l akukan sesua i ketentuar 

da lam Pe ra turan Daerah in i ; dan 

b. P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas Pe rumahan yang sudah t^srhangun dhr 

be lum d iserahkan, paling lambat d i se rahkan da lam j a n g k a waktu 2 (dua 

t a h u n setelah Pera turan Daerah in i d iundar igkan. 

B A B X X I 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 45 

Pada saat Pera turan Daerah in i mu la i ber laku, Pera turan Wal i Kota Goronti 

Nomor 23 T a h u n 2020 tentang Penyerahan P rasa rana , S a r a n a dan Uti l i tas Pada 

Ka w a s a n Perumaihan dan Pe rmuk iman (Lembaran Ber i ta Daerah Kota Gorontalo 

T a h u n 2020 Nomor 23), d inyatakan m a s i h tetap ber laku sepanjang tidak 

bertentangan dengan Peraturan Daerah in i . 

CAS IM 
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b. 

f. 

c. 

teguran tertulis; 

penghentian sementara kegiatan; 

denda administratif; 

tidal: diberikan izin pembangunan perumahan baru; 

penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak baru kep�oa 
pengembang yang sarna, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahbn 

setelah pengembang menyelesaikan Prasarana, Sarana, dan Utili tas 

Perumahan sebelumnya; 

g. pengumuman kepada media massa; dan/atau 

h. pencabutan izin operasional perusahaan. 

e. 
d. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administr tif 

diatur dalam Peraturan Wali Kota. 

BAB XX 

KETENTUAN PERAL!HAN 

Pasal 44 

a saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : l 
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan yang masih dalam tah p 

penyelesaian, tata cara penyerahannya harus dilakukan sesuai ketentu 

dalam Peraturan Daerah ini; dan 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan yang sudah terbangun d n 

belum diserahkan, paling lambat diserahkan dalam jangka waktu 2 (d a) 

tahun se1.elah Peraturan Daerah ini diundangkan. 

BAB XXl 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 45 

1 da saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota GoronttJo 
mor 23 Tahun 2020 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Patla 

wasan Perurnahan dan Permukiman (Lembaran Berita Daerah Kota Goront o 

hun 2020 Nomor 23), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tid k 

rtentangan dengan Peraturan Daerah ini. 

(2) 

Pad 

a. 

b. 

Pa 

No 

Ka. 

Ta 

be 
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Pasa l 46 

Pera turan Daerah in i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan. 

Ag;ar setiap orang mengetahuinya, memerinta.hkan pengundangan Peraturjar 

Daerah in i de^igan penempatannya da lam Lembaran Daerah Kota Gorontalo. 

Di tetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 18 Desember 

^ W A L I KOTA GORONTALO 

2023 

f 
M A R T I N A. T A H A 

D iundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 18 Desember 2023 

S E ; K R E T A R I S D A E R H I K O T A G O R O N T A L O J ^ 

I S M A I I / M ^ J I D 

L E M B A R A N D A E R A H K O T A G O R O N T A L O T A H U N 2023 N O M O R 8 

N O R E G P E R A T U R A N D A E R A H K O T A G O R O N T A L O P R O V I N S I G O R O N T A L O 

(8/36/2023) 

PCRAZd 
CAZX iH 

XAU 
Hur 

C 
U 

USSI B 

sen A (/ 
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Pasal 46 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 18 De aernbe r 

()WALi KOTA GORONTALOr 

G�- 
MAR 

l../ 
Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 18 

SE:KRETARIS DAE 

Desember 2023 

KOTA GORONTALOCJ 

JID IS MAI� 

LE.MBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR E 

NOREG PERJ\TURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINS! GORONTALO: 

(8/36/2023) 

=· v 



P E N J E L A S A N 

ATAS 

P E R A T U R A N D A E R A H KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

T E N T A N G 

P E N Y E D I A A N DAN P E N Y E R A H A N PRASARANA, SARANA DAN U T I L I T A S 

I . UMUM 

Bahv/a setiap orang berhak u n t u k h idup sejahtera lah ir dan baljin 

bertempat tinggal, dan mendapatkan l ingkungan h idup yang t a i k dan sehat 

sebagaimai ia d i amanatkan dalam Pasa l 28P[ Undang-Undang Dasar Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 1945, negara menjamin h a k Masyarakat negara 

u n t u k h idup sejahtera lah ir dan bat in , berhjmpat tinggal dan mendapatkan 

l ingkungan h idup yang baik dan sehat bahwa l ingkungan Pe rumahan dan 

Pe rmuk iman yang ba ik h a r u s dilengkapi dengan Prasarana , Sa rana , dan 

Uti l i tas sesua i dengan kebutuhan l ingkungan u n t u k menunjang fungsi d m 

akt iv i tas ki igiatan masyaraka t di daerah. 

Dengan d ibe r lakukannya Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 20 M 
tentang B jmer in tahan Daerah sebagaimana telah d iubah beberapa kdl i 

terakhir dimgan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2023 tentfing Penetapm 

Pera turan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 T a h u n 20|22 

tentang Ci]3ta Ker ja menjadi Undang -Undang 

I I . PASAL D E M I PASAL 

Pasa l 1 

C u k u p je las . 

Pasa l 2 

C u k u p je las . 

Pasa l 3 

H u r u f a 

Yang d imaksud dengan "kepast ian h u k u m " adalah menjar^ir 

kepast ian ketersediaan sa rana , prasarana dan ut i l i tas u m u m 

l ingkungan perumahan dan pe rmuk iman sesua i dengan s t a n d ^ 

rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, seft£. 

kondis i dan kebutuhan masyaralcat. 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENT ANG 

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 

I. 
UMUMBah= 

setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan ba lin 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan se 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Neg 

Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin hak Masyarakat neg 
untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatk 

lingkungan hidup yang baik dan sehat bahwa lingkungan Perurnahan 

Permukiman yang baik harus dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, 

Utilitas sesuai dengan kebutuhan lingkungan untuk menunjang fungsi d n 

aktivitas kegiatan masyarakat di daerah. 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 4 

tentang Pernerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kjlij 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetap13-j 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 202 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "kepastian hukurn" adalah menj ij 
kepastian ketersediaan sarana, prasarana dan utilitas umum dt 
lingkungan perumahan dan perrnukiman sesuai dengan stand 

rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, se t1 
kondisi dan kebutuhan rnasyarakat. 
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H u r u f b 

Yang d imaksud dengan "ke te rbukaan" adalah masyarakht 

mengetahui P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas u m u m yang tekih 

d i se rahkan dan/atau kemudahan bagi masysxaka t u n t u k 

mengakses informasi terkait dengan penyerahan P rasa rana 

Sa rana , dan Uti l i tas. 

H u r u f c 

Yang d imaksud dengan "akuntab i l i tas " ada lah proscis p enye rah in 

P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas u m u m yang dapat 

dipertanggungjawabkan sesua i dengan ketentuan perundang 

undangan. 

H u r u f d 

Yang d imaksud dengan "kemi t raan" ada lah dalajn penyed ia in 

P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas u m u m Pemerintah Daerah 

mel ibatkan para pe laku u s a h a dan masyaraka t dengan pr insip 

sal ing mendukung , beker jasama, dan memperkuat da lam ranglea 

member ikan pe layanan kepada masyarakat . 

H u r u f e 

Yang d imaksud dengan "keberp ihakan" ada lah pemf^rintah daerkh 

menjamin ketersediaan P rasa rana , Sa rana , dan Uti l i tas b£Lgi 

kepentingan masyaraka t di l ingkungan pe rumahan dan 

permuk iman. 

H u r u f f 

Yang d imaksud dengan "keber lanjutan" ada lah kesepahamkn 

bahwa penyediaan P rasa rana , S i i rana , dan Uti l i tas u m u m haras 

senant iasa memperhat ikan aspek l ingkungan hidup dan 

keberlangsungan di m a s a yang £ikan datang seja lan dengan laju 

per tumbuhan penduduk dan ketersediaan l ahan sehingga terciF ta 

keseras ian dan keseimbangan pembangunan sesua i fungsi dian 

pe runtukannya . 

Pasa l 4 

Ayat (1) 

C u k u p j e las . 

Ayat (2) 

Yang d imaksud dengan "rencana tapak yang telah d i sahkan oljeh 

Pemerintah Daerah " ada lah dengan di tandatanganinya gamta i 

r encana tapak oleh Kepa la Perangkat Daerah yang; 
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Hurufb 
Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah masyara 

mengetahui Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang tel 

diserahkan dan/atau kemudahan bagi rnasyarakat 

mengakses informasi terkait d.engan penyerahan Prasara 

Sarana, dan Utilitas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah proses penyerah n 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang 
da*� 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perund nlg­ 

undangan. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan "kernitraan" adalah dalam penyedia 
Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum Pernerintah Daer 

melibatkan para pelaku usaha dan masyarakat dengan prin ip 

saling mendukung, bekerjasama, dan memperkuat dalam rang a 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan "keberpihakan" adalah pemerintah daer h 

menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas b gi 

kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan d 

permukiman. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan" adalah kesepaham 
bahwa penyediaan Prasarana, Sa.rana, dan Utilitas umum ha s 

senantiasa memperhatikan aspek lingkungan hidup 

keberlangsungan di masa yang akan datang sejalan dengan 11u 
pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lahan sehingga terci�ta 
keserasian dan keseimbangan pembangunan sesuai fungsi d 

peruntukannya. 

Pasal 4 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "rencana tapak yang telah disahkan ol h 
Pemerintah Daerah" adalah dengan ditandatanganinya gam 
rencana tapak oleh Kepala Perangkat Daerah y g 
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menyelenggarakan u r u s a n pemer intahan dibidang perumahi in 

dan pe rmuk iman . 

Pasa l 5 

C u k u p je las . 

Pasa l 6 

Ayat (1) 

C u k u p je las . 

Ayat (2) 

Yang d imaksud dengan "pengembang yang berbadan h u k u m " a d a l ^ 

pengembang ba ik perorangan m a u p u n badan u s a h a yang memi l ik i 

Nomor Induk B e r u s a h a (NIB) sesua i h:etentuan pera turan perundang 

undangan. 

Pasa l 7 

C u k u p je las . 

Pasa l 8 

Ayat (1) 

C u k u p je las . 

Ayat (2) 

Da l am h a l Bangunan Gedung telahi memperoleh iz in mendir ikkn 

bangunan dar i Pemerintah Daerah yang m a s i h b m l a k u sesuai 

ketentuan pera turan perundang-undangan, m a k a iz in d imaksud dapal 

d igunakan u n t u k memenuhi persyaratsm. 

Pasa l 9 

C u k u p je las . 

Pasa l 10 

H u r u f a 

C ukup je las . 

H u r u f b 

C u k u p je las . 

H u r u f c 

C u k u p je las . 

H u r u f d 

Yang d imaksud dengan "tempat pembuangan sampah" adalkh 

fa.silitas pembuangan sampah an ta ra la in fasi l i tas pengumpulep 

p(;mil ihan, dan pengolahan sampah . 

CAE 

XAl 
ni 

EH 

S E I JA 
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Huruf a 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Hurufd 

Yang dimaksud dengan "tempat pembuangan sampah" adal 

Iasilitas pembuangan sampah antara lain fasilitas pengumpul 

pemilihan, dan pengolahan sampah. 

menyelenggarakan urusan pernerintahan dibidang perumah 

dan permukiman. 

sal 9 

Cukup jelas. 

sal 10 

sal 7 

Cukup jelas. 
sal 8 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Dalam ha! Bangunan Gedung telah memperoleh izin mendirik n 

bangunan dari Pemerintah Daerah yang masih berlaku ses ai 

ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin dimaksud da ai 

digunakan untuk memenuhi persyaratan. 

sal 5 
Cukup jelas. 

sal 6 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "pengembang yang berbadan hukum" adal 

pengembang baik perorangan maupun badan 

Nornor Induk Berusaha {NIB) sesuai ketentuan 

undangan. 

Pa 

Pa 

Pa 

Pa 

Pa 

Pa 
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,. 
UP' 
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Pasa l 11 

H u r u f a 

C u k u p je las . 

H u r u f b 

C u k u p je las . 

H u r u f c 

C u k u p je las . 

H u r u f d 

C u k u p je las . 

H u r u f e 

C u k u p je las . 

H u r u f f 

C u k u p je las . 

H u r u f g 

Y£ing d imaksud dengan " s a r a n a permakaman" ada lah bagian ddri 

s a r a n a pe rumahan yang diperuntuklcan sebagai tempat pemakaman 

L u a s s a r a n a pe rmakaman min ima l 2 % (dua perseratus) dar i l uas 

t anah yang a k a n d ibangun oleh l^engembang dan terletak pada 

wi layah Kota B a t u dengan ketentuan u n t u k ke lura f ian berada di 

d£ilam l ingkungan kecamatan dan u n t u k desa berada di dalajm 

l ingkungan desa yang menjadi lokasi pembangunan pe inmahan . 

H u r u f h 

C u k u p je las . 

H u r u f i 

C u k u p je las . 

Pasa l 12 

C u k u p je las . 

Pasa l 13 

C u k u p je las . 

Pasa l 14 

C u k u p je las . 

Pasa l 15 

C u k u p je las . 

Pasa l 16 

C u k u p je las . 

PE3UX 
zxa 
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K 
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sal 11 

Hurufa 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Hurufc 

Cukup jelas. 

Hurufd 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Hurufg 

Yang dimaksud dengan "sarana pemakaman" adalah bagian daril 

sarana perumahan yang diperuntukkan sebagai tempat 
pemakamab. 

Luas sarana permakaman minimal 2% (dua perseratus) dari luas 

tanah yang akan dibangun oleh Pengembang dan terletak pada 

wilayah Kota Batu dengan ketentuan untuk kelurahan berada di 

dalam lingkungan kecamatan dan untuk desa bera.da di dalam 

lingkungan desa yang menjadi lokasi pembangunan perurnahan. 

Hurufh 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

sal 12 
Cukup jelas. 

sal 13 

Cukup jelas. 

sal 14 

Cukup jelas. 

sal 15 

Cukup jelas. 

sal 16 

Cukup jelas. 

Pas 

Pa 

Pa 

Pa 

Pa 

Pa 
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Pasa l 17 

C u k u p je las . 

Pasa l 18 

C u k u p je las . 

Pasa l 19 

C u k u p je las . 

Pasa l 20 

C u k u p je las . 

Pasa l 2 1 

C u k u p je las . 

Pasa l 22 

C u k u p je las . 

Pasa l 23 

C u k u p je las . 

Pasa l 24 

C u k u p je las . 

Pasa l 25 

C u k u p je las . 

Pasa l 26 

C u k u p je las . 

Pasa l 27 

C u k u p je las . 

Pasa l 28 

C u k u p je las 

Pasa l 29 

C u k u p je las . 

Pasa l 30 

C u k u p je las . 

Pasa l 3 1 

C u k u p je las . 

Pasa l 32 

C u k u p je las . 

Pasa l 33 

C u k u p je las . 

Pasa l 34 

C u k u p je las . 

PERAK t A I 
M P U J 

CAB G 
Hui ru 

MS CK 

i 
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sal 17 

Cukup jelas. 

sal 18 

Cukup jelas. 

sal 19 

Cukup jelas. 

sal 20 

Cukup jelas. 

sal 21 

Cukup jelas. 

sal 22 

Cukup jelas. 

sal 23 

Cukup jelas. 

sal 24 

Cukup jelas. 

sal 25 

Cukup jelas. 

sal 26 

Cukup jelas. 

sal 27 

Cukup jelas. 

sal 28 

Cukup jelas 

sal 29 

Cukup jelas. 

sal 30 

Cukup jelas. 

sal 31 

Cukup jelas. 

sal 32 

Cukup jelas. 

sal 33 

Cukup jelas. 

sal 34 

Cukup jelas. 

Pa 

Pa 

Pa 

Pa 

Pa 

Pa 

Pa 

Pa 

Pa 

Pa 

Pa 

Pa 

Pa 
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Pasa l 35 

C u k u p je las . 

Pasa l 36 

C u k u p je las . 

Pasa l 37 

C u k u p je las . 

Pasa l 38 

C u k u p je las . 

Pasa l 39 

C u k u p je las . 

Pasa l 40 

C u k u p je las . 

Pasa l 4 1 

C u k u p je las . 

Pasa l 42 

C u k u p je las . 

Pasa l 43 

C u k u p je las . 

I ' asa l 44 

C u k u p je las . 

Pasa l 45 

C u k u p je las . 

Pasa l 46 

C u k u p je las . 
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Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasa137 

Cukup jelas. 

Pasal38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 
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